


Lampiran 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
1945

Pembukaan
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan olch schab itu, maka
penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan
dan perikeadilan,

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang
berbahagia dengan sclamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu
gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdcka, bcrsatu berdaulat, adil dan
makmur,

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan
Tuhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka sakyat Indonesia menyatakan
dengan ini kemerdekaanaya. ; J

Kemudian daripada itu untuk membentuk seatu Pemerintah Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan sclurub tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukian kesepahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut )
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dakm suatu susunan Negara
Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ; Ketohanan Yang
Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan datam pcmmymwmpuwakllan, serta dengan
muaﬂhnmkadllmmnlbag\schmhnkw

UNDANG-UNDANG DASAR

BAB1
BENTUK DAN KEDAULATAN
Pasal 1
(1} Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik.
(2) Kedsulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat.

BAB II
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
Pasal 2



Lampiran2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5079.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2009
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986
TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang  : a. bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang
merdeka  untuk  menyelenggarakan peradilan  guna
mencgakkan hukum  dan  keadilan  sehingga  periu
diwnjudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan
berwibawa dalam memenuhi rasa  keadilan  dalam
masyarakat;

b. bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan
hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¢, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huraf b, perlu membeniuk Undang-
Undang fentang Perubshan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara;

Mengingat @ 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



Lampiran 3. Undang-Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757.

® s

PRESIDEN
RBEPUBLIX INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG

HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT
DAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YAKG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang @ & mﬂmnl{euhun R!publlklndonemdmnn

b. bahwa pemerintahan dacrah mengatur dan menguris
sendin urusan pemerintahan menurut asas otonoms dan
tugas pembantvan;

<. bahwa untuk i i b dlynnniu-l
mefehﬂd-ncﬂncn pcrhadutuzuuhehllhub\mn
keuangan antara paurlnuh puut dm pauﬂlmhan
daerah yang adi), sel
Pancasiia dan Undang- Unduu Dasar Negara Republik
Indonesta Tahun 1945;

d. bahwa sesusi dengan Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang
Dasar Negara Repubhk Indonesia Tnhun 1945, huhmn
¥euangan, p

¥ umum, daya

alam, dan ber daya L pemerintah pusat

dan pemerintohan daerah dmur dnn d:hhmhn
adil dan sel berd A

€ mammmmnamumm
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pqhkdm
pungutan lain yang bersifat kna untuk keperl
negara diatur dengan undang-undang;
f mum;-ummwnnmzooounm
gan t Pemerintah Pusat dan
Pr:m.ﬂma)un D-erah perlu mumpumnun sesual

duenmlhuu fiskal, nchlnm periu dwn
g bahwa
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Lampiran 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Kepariwisataan, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4966.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG
KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PAON

Finry 5




Lampiran 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6617.
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LEMBARAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.15, 2021 ADMINISTRASI. Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko, Penyvelenggaraan. (Penjelasan dalam
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomor 6617)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Undang-
Undang Nomoar 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu
menectaplkan Peraturan Pemerintah tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Mengngat 1 Pasal S ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentung Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RISIKO.



Lampiran 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008

Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan

Perizinan Terpadu di Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 20 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAYANAN PERWINAN TERPADU

DI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 41

Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan
Pedoman Organisasi dan Tatakeria unit pelayanan perijinan terpadu dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi
Pearangkat Daerah (Lembar Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4741);

Maemperhatikan : Surat perimbangan Menteri Pondayagunaan Aparatur Negara Nomor

B/613.1/M.PAN/2/2008! tanggal 29 Februari 2008
MEMUTUSKAN:

Menetapkan . PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN

ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Maenteri ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

4.

Daerah adaiah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Kepala Daerah adatah Gubernur, Bupatl dan Walikota,

Pemerintah Daerah adalah Gubemur, Bupali, Walikota, dan perangkat daerah sebagal
unsur penyelenggara pemenntahan daerah.

Pemernntahan Daerah adalah penyelengg. pemerintahan oleh pemerintah
daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan® Republik Indonesia
sobagaimana dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu kepala daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

ljin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemarintah daerah berdasarkan peraturan




Lampiran 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman
Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah
Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009

Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah

———
SALINAN |

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

FERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2009
TENTANG PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH SEBAGATMANA
TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTER] DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN
PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTER] DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang @ a. bahwa Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 27 Tahun 2009
tentang  Pedoman Penetapan  Izin Gangguan di  Daerah
schagaimana telah dinbah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang

Perubaban atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan [zin Gangguan di
Daerah sudah tidak sesusi dengan perkembangan keadaan,
dan tuntutan kemudahan berusaha (ecase of doing business) di
Indonesia sehingga periu dicabut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huraf a, perlu menctapkan Peraturan  Menterd
Dalam  Negeri tentang Pencabutan Peraturan Menteri
Dalam  Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman

Penetapan fzin Gangguan di Daerah sebagaimana  telah



Lampiran 8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012
Tentang Perizinan, Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng

Tahun 2012 Nomor 2

: y [ SALINAN ]
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG :
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
PERIZINAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi
di Kabupaten Buleleng, maka perlu adanya kepastian hukum bagi
pengusaha dalam menjalankan usahanya melalui penerbitan
perizinan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten
dalam upaya penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian sehingga potensi daerah dapat tergali secara optimal
dan berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
maka perlu mengatur masalah jenis dan tata cara pelaksanaan
perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dengan
membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang
Perizinan,

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat Il dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran WNegara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Waijib Daftar
Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3214);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);

5. Undang-Undang Nomeor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



